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Menimbang

Mengingat

TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan
indikator kinerja wutama sebagai dasar pengukuran
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri

Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja
utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah = Kabupaten dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor S5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2009 Nomor 2);
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2011 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2014
Nomor 1 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2014-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan
daerah.

. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.
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7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahunan.

9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014-2018

Pasal 3

(1) Indikator Kinerja  Utama  merupakan dokumen  perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja
tahunan untuk kurun waktu 2014-2018 yang merupakan penjabaran dari
target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

(2) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib menggunakan
Indikator Kinerja Utama untuk :

a. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

=

menetapkan rencana kinerja tahunan;

menyusun rencana kerja dan anggaran;

a0

menyusun dokumen penetapan kinerja;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja;dan

.0

melakukan evaluasi pencapaian kinerja.



BAB IV
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Bupati dan Kepala SKPD sesuai kewenangannya melakukan :
a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama;

b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan
sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATIMAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 21

inan sesuai dengan Aslinya
LA BAGIAN HUKUM
UPATEN MAJALENGKA

D@/
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
d §6’80327 199603 1 003




